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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR {5 TAHUN 2016
TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM
DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang - 2. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara POS PAUD SEKAR ARUM Desa
Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka MNomor
12PSSAMNZ016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Permohanan Perpanjangan
lzin Operasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Kadipaten Momor 421 2/37-UPTD Pendidikan tanggal 24 Pebruan 2016 dan
berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 25 Pebruani 2016 yang dilaksanakan
oleh Tim Vesifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b.  bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidikan
Nasicnal, dipandang peru diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM
Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang
ditelapkan  dengan  Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1930 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Frovinsi Jawa Barat (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomoe 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Mengingat

—

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tedah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
X008 MNomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mimane 4844}
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Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 Teniang Standar Nasional
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemernniah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Alas Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
A3 Nomor 71, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 Tenlang Pembagian Urusan
Pemernntah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupatenota (Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2007
Momor B2, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Omganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemenniah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4564);

Peraturan  Pemenntah Momor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggarsan  Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana ielah dwbah dengan
Peraluran Pemenntah Momor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerdntah Nomor 17 Tahun 2010 Tenlang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2010 MNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomar 5157)

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
209 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendiian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tamm 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah
MNomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Teniang
(Omanisasi Perangkal Daerah Kabupaten Majalengha (Lembaran Deerah
Kabupalen Mapabengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Feraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Daersh Nomaor 10 Tahun 2009 Tentang
Omanisasi Perangkal Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabhoneten Mardenoka Tabon 11 Moanor By
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Membenkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan
FAUD Sejenis (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM Desa Karangsambung
Kecamalan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku;

2 Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan
ketentuan:

J. Menyampaikan laporan perkembangan sefiap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka;

lzin sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATU beraku selama memenuhi
ketenfuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila lefadi pelanggaran terhadap
ketentuan-kelenluan pelaksanaan penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD} Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD tersebut, maka izin
penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD ini akan dicabut.

Dengan berakunya Keputusan ini, maka kepulusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2900-Disdik tanggad 30 Mei 2011, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini bedaku sejfak langgal ditetapkan dengan kelentuan apabils
dikemadian hari terdapal kekefiruan dan alau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan alau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka :
Fada Tanggal of Matet 20|k

Yih. Bupati Majalenagka;

Yh. Dineklur Pembinaan PALID Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakasta;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

Yth. Kepata UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten di Kadipaten.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.
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Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H..M.H.




